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ABSTRAK

PERINTAH MEMBAWA YANG DITERBITKAN PENYIDIK TERHADAP
TERSANGKA YANG MANGKIR DARI PANGGILAN PEMERIKSAAN
DENGAN ALASAN SAKIT
(Studi di Polrestabes M edan)

ALDI SYAHPUTRA NASUTION
NPM .1406200253

Pemanggilan oleh penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, pada
prinsipnya berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan bagi seluruh jajaran aparat
penegak hukum, yang berlaku untuk pemanggilan pada tingkat pemeriksaan
penuntutan dan persidangan. Itu sebabnya kita berpendapat tata cara pemanggilan
yang diatur Pasal 227 KUHAP harus dipedomani dalam tingkat pemeriksaan
penyidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum perintah
membawa yang diterbitkan penyidik terhadap tersangka yang mangkir dari
panggilan pemeriksaan, untuk mengetahui pelaksanaan perintah membawa yang
diterbitkan penyidik terhadap tersangka yang mangkir dari panggilan
pemeriksaan, dan untuk mengetahui kendala perintah membawa yang diterbitkan
penyidik terhadap tersangka yang mangkir dari panggilan pemeriksaan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif
analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan
atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data
primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan
juga penelitian ini mengelolah data yang ada dengan menggunakan analisis
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan dasar hukum atas
pemanggilan oleh Penyidik disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP merupakan
penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penyidikan, Pasal 7 ayat (1) huruf e
Pasal 11 tentang wewenang Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal pemeriksaan.
Untuk melakukan pemanggilan, penyidik wajib memberikan panggilan secara
tertulis. Tenggat waktu Surat Panggilan dengan waktu untuk menghadiri
panggilan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tenggat waktu yang wajar
yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang
memenuhi panggilan. Serta kendala yang dihadapi aparat Polresta Medan dalam
melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu Minimnya anggaran biaya
operasional, sarana dan prasarana, Kurangnya Teknologi dan Teknisi, Kurangnya
jumlah personil, Saksi enggan menuturkan keterangan, Kurang peduli terhadap
lingkungan yang ada di sekitarnya, Kurangnya alat bukti, Kurang kerja sama.

Kata kunci: perintah membawa, penyidik, tersangka yang mangkir.
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PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari
ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri.
Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewagjiban. Dalam mengatur hubungan-
hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan
kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-
peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum
merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya
hubungan-hubungan hukum.*

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya
harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat
ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain
berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta
terintegrasi.”

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), bukan
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pernyataan tersebut secarategas
tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini

menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum,

! sudikno Mertokusumo. 2010. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta:
Cahaya Atma Pustaka, halaman 50.

2 R. Abdoel Djamali. 2001. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
halaman 65.
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Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban,
keamanan, keadilan serta kesgjahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari
itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh
warga negara Indonesia.

Penegakan hukum pidana polisi memegang peranan penting sebagai
penyelidik dan penyidik. Rangkaian tugas penyelidikan tercantum dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya.

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam
hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung
dergjat atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu
salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakikat
penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar
sipelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari
tindakan yang tidak seharusnya.’

Penyidik menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi Negara
Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negri Sipil (PNS) tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan
sendiri merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang
merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

% Andi Sofyan dan Abdul Azis. 2014. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta:
Prenadamedia Group, halaman 83.



bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

Sebagaimana dalam Pasal 7 KUHAP penyidik mempunyai beberapa
wewenang diantaranya memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi. Dari hasil pemeriksaan itu menjadi bahan pembuatan berita
acara pemeriksaan (BAP), sehingga demi kepentingan pemeriksaan tersebut
diperlukan pemanggilan tersangka.

Pemanggilan adalah tindakan  Penyidik untuk  menghadirkan
saksi/tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana
yang terjadi. Supaya panggilan yang dilakukan aparat, penegak hukum pada
semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang. Ketentuan syarat sahnya
panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 112, Pasal
119, dan Pasal 227 KUHAP.

Pemanggilan oleh penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan, pada
prinsipnya berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan bagi seluruh jajaran aparat
penegak hukum, yang berlaku untuk pemanggilan pada tingkat pemeriksaan
penuntutan dan persidangan. Itu sebabnya kita berpendapat tata cara pemanggilan
yang diatur Pasal 227 KUHAP harus dipedomani dalam tingkat pemeriksaan
penyidikan.

Berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP dinyatakan bahwa orang yang
dipanggil wajib datang kepada kepada penyidik. Jika ia tidak datang penyidik

sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Apabila



tersangka/saksi memberikan alasan yang patut dan wajar sebagaimana dalam
Pasal 113 maka penyidik itu datang ketempat kediamannya. Dalam hal tersangka
atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya, tetapi tidak memenuhi atau
menolak untuk menerima dan menandatangani Surat Panggilan ke I, maka
diberlakukan Surat Perintah Membawa. Surat Perintah Membawa dibuat secara
sah dan jelas dengan menyebutkan pertimbangan, dasar, alasan membawa
saksi/tersangka, dalam perkara apa, identitas orang yang dibawa, status yang
dibawa dan pasal yang dilanggar, pejabat penyidik yang diperintahkan, dan
ditanda tangani oleh pejabat penyidik yang berwenang.

Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Resersi Kriminal Polri No.3
Tahun 2014 tentang Standar Operasinal Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak
Pidana merumuskan beberapa tahapan pemanggilan sebagai berikut:

1. Apabila saksi/tersangka tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa
memenuhi alasan yang patut dan wajar maka penyidik membuat surat
panggilan ke Il disertai surat perintah membawa

2. Apabila saksi/tersangka yang dipanggil memberikan alasan ketidakhadiran
yang patut dan wajar maka panggilan berikutnya ditentukan berdasarkan
kesepakatan

3. Apabila saksi/tersangka yang dipanggil tidak memberikan alasan ketidak
hadiran yang patut dan wajar maka dilakukan evaluasi untuk menentukan
tindakan pemanggilan 1

Ketentuan dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 Pasal 31 ditentukan tentang

syarat penerbit DPO (Daftar Pencarian Orang) yaitu bagi tersangka yang telah



dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari
3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat di dalam Daftar
Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang. Dalam hal tersangka
dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam
penyidikan maka wajib dikeluarkan pencabutan DPO. Jadi, seorang tersangka
wajib menghadiri pemanggilan penyidik guna dilakukan pemeriksaan. Oleh
karenanya mangkir dari pemanggilan tersebut tidaklah dibenarkan terlebih tanpa
alasan wajar dan patut. Kemudian hal yang sangat riskan apabila tidak adanya
bukti bahwa tersangka tersebut sedang sakit, bagaimana Penyidik bisa mengambil
kesimpulan atas adanya alasan sakit dari tersangka tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Perintah Membawa Y ang Diterbitkan Penyidik Terhadap Tersangka Yang
Mangkir Dari Panggilan Pemeriksaan Dengan Alasan Sakit (Studi di
Polrestabes M edan)”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik
permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun
rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

a Bagaimana dasar hukum perintah membawa yang diterbitkan penyidik
terhadap tersangka yang mangkir dari panggilan pemeriksaan?
b. Bagaimana pelaksanaan perintah membawa yang diterbitkan penyidik terhadap

tersangka yang mangkir dari panggilan pemeriksaan?



c. Bagaimana kendala perintah membawa yang diterbitkan penyidik terhadap

tersangka yang mangkir dari panggilan pemeriksaan?

2. Faedah Pendlitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara
teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai
berikut:

a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya perintah
membawa yang diterbitkan penyidik terhadap tersangka yang mangkir dari
panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit.

b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara,
Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat
umum agar mendapatkan pemahaman tentang perintah membawa yang
diterbitkan penyidik terhadap tersangka yang mangkir dari panggilan

pemeriksaan dengan alasan sakit.

B. Tujuan Pendlitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dasar hukum perintah membawa yang diterbitkan penyidik
terhadap tersangka yang mangkir dari panggilan pemeriksaan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perintah membawa yang diterbitkan penyidik

terhadap tersangka yang mangkir dari panggilan pemeriksaan.



3. Untuk mengetahui kendala perintah membawa yang diterbitkan penyidik

terhadap tersangka yang mangkir dari panggilan pemeriksaan.

C. Metode Pendlitian
Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan
dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang
menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif,
peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat
perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data
sekunder yang terdiri dari:

a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan
data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian
lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan
informasi yang didapat dari pihak Polrestabes Medan.

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan
kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku
ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang
berhubungan dengan permasalahan yang digjukan yang sesuai dengan
judul skripsi.

3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada
hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu
mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan
melalui wawancara dengan pihak Polrestabes Medan sesuai dengan materi
penelitian.
4. Andlisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis
data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam
penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori,
asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang
relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut

sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan



yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan
dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data
diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat

memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definis operasional

Definisi  operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang
menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang
akan diteliti.* Sesuai dengan judul penelitian yang digjukan yaitu “Perintah

Membawa Y ang Diterbitkan Penyidik Terhadap Tersangka Yang Mangkir Dari

Panggilan Pemeriksaan Dengan Alasan Sakit (Studi di Polrestabes Medan)”, maka

dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta/ memerintah
seseorang untuk melakukan sesuatu.”

2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan.®

3. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.’

4. Mangkir adalah tidak datang.®

* |da Hanifah, dkk. 2014. Pedoman Penulisan Skrips Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, halaman 5.

> Anonymous, “Perintah”’, melalui www.wikibooks.com, diakses Kamis, 10 Desember
2017, Pukul 12.23 wib.

® Anonymous, “Penyidik”, melalui www.hukumonline.com, diakses Kamis, 10 Desember
2017, Pukul 12.30 wib.

" Anonymous, “Tersangka’, mealui www.hukumonline.com, diakses Kamis, 10
Desember 2017, Pukul 12.30 wib.
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5. Panggilan adalah hal (perbuatan, cara) memanggil.’

6. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan.*

7. Sakit adalah persepsi seseorang bila merasa kesehatannya terganggu. Penyakit
adalah proses fisik dan patofisiologis yang sedang berlangsung dan dapat

menyebabkan keadaan tubuh atau pikiran menjadi abnormal.™*

8 Anonymous, “Mangkir”’, melalui www.wiktionary.org, diakses Kamis, 10 Desember
2017, Pukul 12.35 wib.

® Anonymous, “Panggilan”, melalui www.kamus.sabda.org, diakses Kamis, 10 Desember
2017, Pukul 12.40 wib.

10 Anonymous, “Pemeriksaan”, melalui www.pajak.go.id, diakses Kamis, 10 Desember
2017, Pukul 12.45 wib.

1 Anonymous, “Sakit”, melaui www.parasetamol.blogspot.com, diakses Kamis, 10
Desember 2017, Pukul 12.48 wib.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Tersangka

Pengertian Tersangka sering disalahartikan oleh kebanyakan masyarakat
Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang
berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya
putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan dalam hukum positif Indonesia, Tersangka diartikan sebagai
seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan
patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian tersebut tercantum pada
Pasal 1 angka 14 KUHAP. Seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan
pidana, maka terlebih dahulu ia diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik.
Apabila perlu, maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa
penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-
undang.*?

Black Dictionary Law memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda
dengan KUHAP bahwa Tersangka diartikan sebagai Suspect, yaitu: A person
reputed or suspected to be involved in a crime atau dapat diartikan Tersangka
adalah seseorang yang disangka terlibat dalam suatu kejahatan. Dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tersangka adalah diduga, dicurigai. Kata

tersangka merupakan kata sangka yang berarti duga, kira. Yang mendapat

12 Tersangka’ melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 27 Februari 2018.
11
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imbuhan ter-sehingga mengarah kepada subjek. Berarti orang yang diduga atau
orang yang dicurigai. Berdasarkan pengertian Tersangka dari Kamus Besar
Bahasa Indonesia, istilah tersangka ditujukan untuk peristiwa atau kejadian yang
umum belum mengarah kepada perkara pidana.*®

Selain sering disalahartikan, Tersangka juga sering diidentikkan dengan
terdakwa. Padahal kedua istilah tersebut adalah berbeda satu sama lain. Menurut
Pasal 1 butir 15 KUHAP terdakwa adalah seorang dituntut, diperiksa dan diadili
di sidang pengadilan. Terhadap tersangka tersebut tidak dapat serta merta dikenai
upaya paksa berupa penangkapan, karena telah ada syarat-syarat tertentu yang
diatur Perkap No. 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan
penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua
pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:

1. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan
satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat
(3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

2. Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan
yang patut dan wajar.

Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak
hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut
oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik,
maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012, tidak dapat

dilakukan terhadap tersangka. Demikian pula halnya terhadap tersangka yang baru

13 “tersangka’ melalui, www.kbbi.id, diakses pada tanggal 27 Februari 2018.
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dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan
pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan.
KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-
hak tersangka (Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP), dan setigp pihak wajib
menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut
KUHAP sebagai berikut:
1. Hak Prioritas Penyelesaian Perkara
Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP yang berbunyi:
a Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik
selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh
Penuntut Umum.
c. Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.
Dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses
penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa
dituntaskan dalam waktu yang singkat.
2. Hak Persiapan Pembelaan
Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan
atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang
sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka
disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci

sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan
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demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera
mempersiapakan pembelaan terhadap dirinya.

Hak ini didasarkan pada Pasal 51 KUHAP, yang berbunyi untuk
mempersiapkan pembelaan, Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan
jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan
kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada
saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari
keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara
tersebut.

Memberikan keterangan hendaknya tersangka tidak ada dibawah
tekanan akan timbul perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan
belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka
memberika keterangan baik ditingkat penyidik maupun disidang pengadilan
tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. Sebagai
bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh
hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai
berikut: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan
tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada

penyidik atau hakim”.
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4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku tindak pidana atau tersangka bisa berkomunikasi
dengan balk dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun
penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka Negara menyediakan
juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan
selama penyidikan maupun selama sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu
yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru
bahasa atau tidak. Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru Bahasa
adalah:

a. Orang asing

b. Orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia

c. Orang bisu tuli yang tidak bisa menulis

Dasar hukum terhadap hak ini adalah Pasal 53 KUHAP yang
berbunyi:

a. Dalam pemeriksaan padatingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau
terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

b. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.

5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari

terjadi kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum yang
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dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasehat hokum

dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan

mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.

. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan
ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan
memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya.

Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan
penyidik kepadanya, apabila tersangaka tidak mempunyai gambaran tentang
sigpa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apablia
tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik
kepadanya.

. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi
sebagai berikut:

a. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun
atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana
l[ima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri,
pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses
peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka.

b. Setigp penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.
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Pasal tersebut bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar yang
tersangka mendapat bantuan hukum dengan Cuma-Cuma bagi mereka yang
diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih dan juga bagi
mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai
penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk
mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat
hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.
Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi
mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak
bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Hal ini telah
ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari sigpa sga selama
kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk
juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58
KUHAP, berbunyi sebagai berikut : “tersangka atau terdakwa yang dikenakan
penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya
untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses
perkara maupun tidak”.

Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan

Sanak Keluarganya
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Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya
terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan
terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberiitahukan kepada
keluarganya tentang penahan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam
ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi: "tersangka yang dikenakan
penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain
yang bantuanya dibutuhkan oleh tersangka umtuk mendapatkan bantuan

hukum atau jaminan bagi penangguhnya’.

B. Kewenangan Penyidik Dalam Penyidikan

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 ayat (10) Undang-undang
Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, bahwa yang dimaksud dengan
penyidik adalah Pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat pengawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan.

Demikian pula menurut Pasal 6 KUHAP, bahwa penyidik adalah:
1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
2. Pejabat pengawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang.

Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian

Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat

polisi lain.
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Penyidik pegawai sipil diangkat olen Menteri Kehakiman atas usul
departemen yang membawahkan pegawai tersebut.Wewenang pengangkatan
tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman.Sebelum pengangkatan,
terlebih dahulu Menteri Kehakiman meminta pertimbangan Jaksa Agung dan
Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 3 PP 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat
Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara'® Dengan
syarat-syarat:™
1. Pejabat Kepolisian Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat

sersan dua polisi
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu (golongan I1/a).

Menurut Pasal 7 KUHAP, penyidik diberikan kewenangan-kewenangan
melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak
pidana
Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
dari tersangka
Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
Mengambil sidik jari dan memotret seorang
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan pemeriksaan perkara

9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

W

No ok

14 Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman
8l.

!> Leden Marpaung. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 74.
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Tugas yang diembankan Polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi
dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri
Polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksankan oleh Polri, dalam Pasal 14
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia
bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan;

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketagtan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;

4. Turut sertadalam pembinaan hukum nasional;

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semuatindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

8. Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian;
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9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian; serta

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang
sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk
memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan
tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya
yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang

Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik

Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerimalaporan dan/atau pengaduan;

2. Membantu menyelesaikan perselishan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa;
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5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;

7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

8. Mencari keterangan dan barang bukti;

9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;

11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

C. Perintah Membawa

Pemanggilan merupakan salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan
selain penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat. Adapun yang
dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna
menemukan tersangkanya. Dengan demikian, tujuan dari pemanggilan adalah
sebagal salah satu upaya mencari bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak

pidana.
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Ketentuan dalam hal Penyidik/Penyidik Pembantu akan melakukan

pemanggilan, maka terlebih dahulu harus menyiapkan/menerbitkan:

1

Surat Panggilan, apabila akan melakukan pemanggilan terhadap
saksi/ahli/tersangka

Surat Panggilan Kedua,apabila akan melakukan pemanggilan kedua jika yang
dipanggil tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah
kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Surat Perintah Membawa, apabila yang dipanggil tidak datang, penyidik
memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa
kepadanya.

Surat Panggilan dibuat secara sah dan jelas dengan menyebutkan
pertimbangan, dasar, alasan pemanggilan secara jelas, waktu pemanggilan,
dalam perkara apa, identitas orang yang dipanggil, status yang dipanggil dan
pasal yang dilanggar, waktu dan tempat pejabat penyidik yang ditemui,
nomor telepon, handphone, email dan ditanda tangani oleh pejabat penyidik
yang berwenang.

Surat Panggilan yang sah disampaikan kepada pihak yang dipanggil dengan
memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan
hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Surat Panggilan dibuat 6 (enam) rangkap dengan rincian 1(satu) rangkap
untuk pihak yang dipanggil, 1 (satu) ranbgkap untuk tanda bukti panggilan

sudah diterima dan 4 (empat) rangkap untuk Kelengkapan Berkas Perkara.
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Ketentuan dalam melakukan pemanggilan, penyidik wajib memberikan
panggilan secara tertulis. Tenggat waktu Surat Panggilan dengan waktu untuk
menghadiri panggilan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tenggat waktu
yang wajar yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk
datang memenuhi panggilan. Dalam praktik, Surat Panggilan disampaikan kepada
pihak yang dipanggil dengan berbagai cara, seperti meminta pihak yang dipanggil
untuk mengambil sendiri Surat Panggilan, menitipkan pada kuasa hukum atau
penyidik mengantarkan langsung kepada pihak yang dipanggil. Pada prinsipnya,
Surat Panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada pihak yang dipanggil disertai
tanda terima, kecuali dalam hal:

1. yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka Surat Panggilan diserahkan
melalui keluarga, kuasa hukum, Ketua RT/RW, Kepala Desa atau orang lain
yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera dapat
disampaikan kepada yang bersangkutan; atau

2. apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri
yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan
Polri di tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirim melalui posjasa
pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.

Ketentuan dalam hal pihak yang dipanggil tidak hadir, maka penyidik akan
menerbitkan Surat Panggilan kedua. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar,
kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi Surat Panggilan kedua, maka
penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Membawa bagi pihak yang dipanggil

tersebut. Namun tidak demikian dalam hal pihak yang dipanggil tidak dapat
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memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh
penyidik dapat dilakukan di tempat kediamaan atau tempat lain dengan
memperhatikan kepatutan.

Berdasarkan hal tersebut, seseorang dapat dipanggil oleh penyidik untuk
diperiksa dalam kapasitas selaku saksi, saksi ahli atau tersangka. Untuk
pemeriksaan terhadap saksi, apabila diduga bahwa saksi tidak dapat hadir dalam
persidangan, maka atas saksi dapat dilakukan penyumpahan atau pengucapan janji
sebelum pemeriksaan dan dibuatkan dalam Berita Acara. Apabila seseorang
dipanggil dalam kapasitasnya selaku saksi ahli, Penyidik akan terlebih dahulu
melakukan penyumpahan atau pengucapan janji dari saksi ahli bahwa yang
bersangkutan akan memberikan keterangan sesuai keahliannya.

Adapun untuk pemeriksaan tersangka, apabila tersangka tidak mampu dan
tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik wajib menunjuk penasihat
hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Harap diperhatikan bahwa kuasa hukum dapat
hadir selama proses pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar jalannya
pemeriksaan, kecuali kejahatan yang mengancam keamanan negara. Oleh karena
itu, kuasa hukum tidak dapat mengarahkan jawaban pihak yang sedang menjalani
pemeriksaan atau melakukan intervensi pada saat berlangsungnya pemeriksaan.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan dituangkan penyidik dalam suatu
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP terdiri dari beberapa rangkap yang pada

setigp halamannya diparaf oleh pihak yang diperiksa dan ditandatangani pada
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halaman terakhir. Apabila pihak yang diperiksa tidak mau menandatangani BAP,

maka akan dibuatkan Berita Acara Penolakan.

D. Pelaku

Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan
yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku di sini digunakan dalam arti
umum dan luas. Jika pelaku suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum
pidana hanya satu orang sgja, yaitu pelaku tunggal, berarti ia yang perbuatannya
sepenuhnya sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana. Jika ada beberapa orang
yang terlibat dalam suatu rumusan perbuatan, KUHP mengatur istilah untuk
masing-masing orang itu secara lebih teknis dalam Buku | Bab V tentang
penyertaan dalam tindak pidana.'®

Perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat. Perbuatan
dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, selain ada suatu perbuatan yang
dirumuskan dalam hukum pidana, juga pada pelaku ada suatu sikap batin atau
keadaan psikis yang dapat dicela atau kesalaham. Sekalipun perbuatan telah sesuai
dengan rumusan, ada kemungkinan pelakunya tidak dapat dipidana karena pada
dirinya tidak ada kesalahan sama sekali, seperti tidak ada kesengajaan ataupun
kealpaan. Juga ada kemungkinan ia tidak dipidana karena keadaan psikisnya yakni
menderita penyakit jiwa yang berat.'’

Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada

dasarnya dapat dibedakan:

18 Frans Maramis. 2013. Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia. Jakarta: PT.
Raja Grafindo, halaman 3.
7 1bid., halaman 4.



27

1. Pelaku utama;
2. Pelaku peserta;
3. Pelaku Pembantu.

Menentukan apakah seorang pelaku tergolong dalam salah satunya perlu
ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

Kata deelneming berasal dari kata deelnemen (Belanda) yang
diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan deelneming diartikan menjadi
“penyertaan”.*®

Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk
turut sertalterlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik
dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak
pidana.*®

Deelneming di permasalahkan karena berdasarkan kenyataan sering suatu
delik dilakukan bersama oeleh bebrapa orang, jika hanya satu orang yang
melakukan delik,pelakunya disebut Alleen dader.

Apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga
harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam
persitiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut,
adalah:

1. bersama-sama melakukan kejahatan.

8 | eden Marpaung. 2008. Asas-teori-praktik hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 77.

19 Adami Chazawi. 2005. Percobaan dan Penyertaan. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,
halaman 73.
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. seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan
ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
. seorang sgja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain
membantu melaksanakan.

Menurut doktrin, deelneming menurut sifatnyaterdiri atas:
. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta
dihargai sendiri-sendiri.
. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari
peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Di dalam KUHP terdapat 2 bentuk penyertaan:
. Para Pembuat (dader) Pasal 55 KUHP, yaitu:
a. Orang yang melakukan (pleger)

Pelaku/mereka yang melakukan (pembuat pelaksana: pleger) adalah
orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur
delik. Perbedaan dengan dader adalah pleger dalam melakukan delik masih
diperlukan keterlibatan orang lain minimal 1 orang, misalnya pembuat
peserta, pembuat pembantu, atau pembuat penganjur.

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)

Doenpleger (orang yang menyuruh lakukan) ialah orang yang
melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini
hanya diumpamakan sebagai alat. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling
sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan

pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan
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bantuan orang lain yang hanya merupakan alat sgja. Meskipun ia dianggap
dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang
yang disuruh tidak dapat dihukum karenatidak dapat dipertanggungjawabkan
atas perbuatannya.

c. Orang yang turut serta melakukan (mede pleger)

Mereka yang turut serta melakukan bisa diartikan dengan “melakukan
bersama-sama’ (pembuat pesertac medepleger), adalah setiap orang yang
sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana. Dalam tindak pidana ini
pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang melakukan dan yang
turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan
perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi
apabila pelaku kedua itu hanya membantu, maka pelaku kedua tersebut tidak
dapat dikategorikan sebagal orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya
sebagal orang yang “membantu melakukan” sebagaimana dimaksud oleh
Pasal 56 KUHP.

d. Orang yang sengaja menganjurkan (uitlokker)

Orang yang senggja menganjurkan (pembuat  penganjur:
uitlokker/actor intelektualis) atau dengan memberi upah, perjanjian, salah
memakal kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, dengan senggja
menghasut supaya melakukan perbuatan itu.

. Pembuat Pembantu (madeplichtigheid) Pasal 56 KUHP:
Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana:

Ke-1. Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;
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Ke-2. Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau
keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
Syarat-syarat dalam bentuk penyertaan penggerak:®°
1. Kesengagjaan penggerak ditujukan agar suatu tindakan tertentu dilakukan oleh
pelaku yang digerakkan.

Tujuan penggerakan itu adalah terwujudnya suatu tindak pidana
tertentu. Ini berarti apabila yang dilakukan oleh pelaku yang digerakkan
adalah tindak pidana lain, maka penggerak bukan merupakan petindak. Harus
ada hubungan kausal antara kesengajaan dengan tindak pidana yang terjadi.

Menurut Undang-Undang secara harfiah tidak ada pengaruh dari
kesengajaan yang ada pada penggerak, selama orang yang digerakkan tidak
melakukan tindakan yang digerakkan atau selama tindakannya hanya sampai
pada persigpan-pelaksanaan. Kesengajaan penggerak mempunyai pengaruh
melalui pasal 163 bis hanya dalam hal tindakan yang digerakkan merupakan
kejahatan. Bilamana tindakan yang digerakkan itu adalah pelanggaran, maka
penggerak tidak dapat dipidana.

2. Daya upaya untuk menggerakkan adalah tertentu sebagaimana dirumuskan
dalam undang-undang.

Daya-upaya untuk menggerakkan adalah tertentu sebagaimana
dirumuskan dalam undang-undang yaitu suatu pemberian, suatu perjanjian,
penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau

dengan pemberian kesempatan, sarana atau keterangan.

2 “penyertaan  (deelneming)”  melalui,  https:/farahfitriani.wordpress.comy

2011/10/30/penyertaan-delneeming-dalam-hukum-pidana/, diakses pada tangga 5 September
2016.



https://farahfitriani.wordpress.com/
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3. Adanya orang yang digerakkan, dan telah melakukan suatu tindakan karena
daya-upaya tersebut.

Dalam penyertaan pergerakan harus selalu ada orang yang digerakkan
baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara penggerak dengan
orang lain itu tidak harus selalu langsung. Misalnya begini, A menggerakkan
B dan kemudian pada waktu dan tempat yang terpisah B bersama-sama C
melakukan tindakan yang dikehendaki oleh A. Dalam hal ini A tetap
dipertanggungjawabkan sebagal penggerak dari B maupun C. C dianggap
telah turut tergerak melakukan tindakan tersebut karena daya upaya A.

4. Pelaku yang digerakkan harus telah melakukan tindak pidana yang
digerakkan atau percobaan untuk tindak pidana tersebut.

Hubungan kausal antara daya-upaya yang digunakan dan tindak
pidana yang dilakukan harus ada. Artinya justru si tergerak itu tergerak
hatinya untuk melakukan tindak pidana adalah karena daya-upaya dari
penggerak. Tindak pidana yang dikehendaki oleh penggerak harus benar-
benar terjadi. Seandainya tindakan tergerak hanya sampai pada suatu tingkat
percobaan yang dapat dihukum sgja dari tindak pidana yang dikehendaki
penggerak, maka penggerak sudah dapat dipidana menurut pasal 55 ayat (2).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua)
jenis, yaitu:
1. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang,

sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
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2. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa
diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan
sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja
melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan
sendiri.

3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), sedangkan
turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.

4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan
dikurangi /5 (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.

Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara
memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Pembantuan dalam rumusan ini
mirip dengan penganjuran (uitlokking). Perbedaannya pada niat atau kehendak,
pada pembantuan kehendak jahat pembuat materiel sudah ada sejak semula atau
tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak
melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh si penganjur.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya dipidana
sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan dari pada pembuatnya, yaitu
dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana yang dilakukan (Pasal 57 ayat
(1) KUHP). Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur
hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 tahun. Namun ada beberapa
catatan pengecualian:

1. Pembantu dipidana sama berat dengan pembuat, yaitu pada kasus tindak

pidana:
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a. Membantu merampas kemerdekaan (Pasal 333 ayat (4) KUHP) dengan
cara memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan,
b. Membantu menggelapkan uang atau surat oleh pejabat (Pasal 415
KUHP),
c. Meniadakan surat-surat penting (Pasal 417 KUHP).
2. Pembantu dipidana lebih berat dari pada pembuat, yaitu dalam hal melakukan
tindak pidana:
a. Membantu menyembunyikan barang titipan hakim (Pasal 231 ayat (3)
KUHP).
b. Dokter yang membantu menggugurkan kandungan (Pasal 349 KUHP).
Perlu diketahui bahwa disamping bentuk keturutsertaan diatas itu, KUHP
kita masih mengenal 2 bentuk keturutsertaan lainnya, masing-masing:
1. Samenspanning atau permufakatan jahat sebagaimana yang telah diatur dalam
pasal 88 KUHP dan
2. Dedlneming aan eene vereniging die tot oogmerk heft het plegen van
misdrijven atau keturutsertaan dalam suatu kumpulan yang bertujuan
melakukan kejahatan-kejahatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal

169 KUHP

E. Tindak Pidana
Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan

tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat
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undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah

peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian
dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam
memberikan ciri tertentu pada perisiwa hukum pidana. Tindak pidana
mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam
lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang
bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan
istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.*

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah
tersebut, tetapi sampal saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam
pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam
Adami Chazawi sebagai berikut:?*

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (strafbaar feit) adalah tidak lain
dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah
dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

2. Vos merusmuskan bahwatindak pidana (strafbaar feit) adalah suatu kelakuan
manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

2L Amir llyas. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Y ogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset,
halaman 18.

2 Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak
Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, halaman 72.



35

4. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum
yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagal dapat
dihukum.®

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang
dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk
adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang
menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.?

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan
ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka
disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana
tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya
terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat
dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi, jika dalam rumusan
tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya
(kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa
pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak
ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam

hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk

2 | bid., halaman 75.
24 Amir llyas, Op. Cit., halaman 27.
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terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap
semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.?®

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana
dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggungjawab pada kasus tertentu,
merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula.
Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak
pidanaa, artinyatidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka
putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim
mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan
bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari
tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukaan di atas
menurut Moeljatno sebagai berikut:?®
1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:*’

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
2. Yang bertentangaan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda, namun pada
hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur

mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.?®

% Adami Chazawi (2), Op. Cit., halaman 78.
% pid., halaman 79.
2" 1pid., halaman 80.
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Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat
dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua
macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur
subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang
berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu
yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-
unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-
keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjekif dari suatu tindak pidana adalah:?

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP,

3. Macam-macam maksud;

4. Merencanakan terlebih dahulu;

5. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:®
1. Sifat melanggar hukum;

2. Kualitas dari si pelaku;
3. Kausdlitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan

sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2 pid., halaman 81.
2 Amir Ilyas, Op. Cit., halaman 45.
%0 1bid., halaman 46.
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F. Kepolisan

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya
dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota
Athena’, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas
menjadi “kota’ dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota’ dalam konteks
bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi,
yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu
menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan
larangan-larangan pemerintahan.

Pengaturan tentang Kepolisian di indonesia pertama kali diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun,
oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20
Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pragurit Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang
akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam

pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan

31 No name, “Polisi”, melalui http://repository.usu.ac.id, diakses Sabtu, 12 Agustus 2017,
Pukul 10.40 wib.
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani
masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4)
Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan
alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “ Segala hal ihwal yang
berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.”

Kepolisian dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas mengandung dua
pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pegertian tentang fungsi polisi
terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi:
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu
fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada

masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ
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pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan

menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib
memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib
tunduk pada hukum.

2. Asas kewgjiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan
dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi
mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan
hukum di kalangan masyarakat.

4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencengahan daripada
penindakan (represif) kepada masyarakat.

5. Asas subsidaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan
permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang
membidanginya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 telah diubah citranya dari
citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum
pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara

law enforcement manakala seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui
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penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau
menaati hukum.

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan
polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang
Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya
ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanaan negara,
terselenggaranya fungsi pertahannan dan keamanan negara, tercapainya tujuan
nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi
dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri
polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksankan oleh Polri, dalam Pasal 14
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 disebut dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia
bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas di jalan;
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Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta ketagtan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semuatindak pidana sesuai
dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran  kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani
oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian; serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang

sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk
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memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan

tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya

yaitu penuntutan di depan persidangan. Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang

Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik

Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerimalaporan dan/atau pengaduan;

2. Membantu menyelesaikan perselishan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;

3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

4. Mengawas aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
kepolisian;

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;

7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

8. Mencari keterangan dan barang bukti;

9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;

11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
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Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas,

dalam Pasal 16 khusus diatur mengenai tugas kepolisian dakam rangka

menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Adapun dalam ketentuan Pasal

16 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara

Republik Indonesia berwenang untuk:

1

2.

10.

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara
untuk kepentingan penyidikan;

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan;

Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal diri;

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan;

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau
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mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan
tindak pidana;

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri
sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk
diserahkan kepada penuntut umum; dan

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan yang harus dilakukan oleh seorang kepolisian di atas, Kepolisian

Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan lain sebagai mana dimaksud

dalam ayat (1) huruf 1, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan yang

dilaksankan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.

2. Selaras degan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut
dilakukan.

3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabtannya.

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.

5. Menghormati hak asasi manusia

Pasal 15 ayat (1) huruf ¢ Undang-undang Kepolisian Negara Republik

Indonesia tersebut, salah satu wewenang yang diberikan kepada Polisi adalah

mencengah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat. Y ang dimaksud

denga penyakit masyarakat disini adalah antara lain pengemisan dan
penggelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika,
pemabukan, perdagangan manusia, dan pumungutan liar. Dalam menjalankan

tugas-tugasnya tersebut, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa
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bertindak berdasarkan norma hukum dan juga mengindahkan norma agama,

kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).



BAB |1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Perintah Membawa Y ang Diter bitkan Penyidik Terhadap

Tersangka Yang Mangkir Dari Panggilan Pemeriksaan

Pemanggilan adalah tindakan Penyidik untuk  menghadirkan

saksi/tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana

yang terjadi. Ketentuan dasar hukum atas pemanggilan oleh Penyidik disebutkan

dalam:

1. Pasal 1 butir 2 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud

dengan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Pasal 7 ayat (1) huruf e Pasal 11 tentang wewenang Penyidik/Penyidik

Pembantu dalam hal pemeriksaan.

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena
kewajibannya mempunyai wewenang:

a

b.

o

- @mroQ

menerima | aporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak
pidang;

melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal
diri tersangka;

melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

mengambil sidik jari dan memotret seorang;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

47
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i. mengadakan penghentian penyidikan;
. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Pasal 112 KUHAP mengatur alasan,syarat-syarat dan tata cara untuk dapat
melakukan pemanggilan serta kewajiban untuk memenuhi panggilan.

a. Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan
pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang
dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan
memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan
dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

b. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak
datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas
untuk membawa kepadanya.

4. Pasal 113 KUHAP mengatur tentang seorang tersangka atau saksi yang
dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang
kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat
kediamannya.

5. Pasal 119 KUHAP mengatur tentang Dalam hal tersangka atau saksi yang
dipanggil untuk didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal
diluar daerah hukum Penyidik yang menjalankan penyidikan, maka
pemanggilan dan pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada
Penyidik dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal.

6. Pasal 120 KUHAP mengatur tentang wewenang penyidik untuk meminta
pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan Ahli

tersebut mengangkat sumpah atau mengucap janji dimuka penyidik bahwa ia
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akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya
kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau
jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk
memberikan keterangan yang diminta.

. Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31 Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen
penyidikan tindak pidana.

Pasal 27

a. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan
secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan
Polisi, laporan hasil penyelidikan, dan pengembangan hasil pemeriksaan
yang tertuang dalam berita acara.

b. Surat panggilan ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik selaku
penyidik.

c. Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu
yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu
untuk datang memenuhi panggilan.

d. Surat panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada yang bersangkutan
disertai dengan tandaterima, kecuali dalam hal:

1) yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan diserahkan
melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/lingkungan, atau
kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat panggilan
tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan; dan

2) seseorang yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri
yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui
kesatuan Polri tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirimkan
melalui pog/jasa pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan
pengiriman.

c. Dalam hal yang dipanggil tidak datang kepada penyidik tanpa alasan yang
sah, penyidik membuat surat panggilan kedua.

d. Apabila panggilan kedua tidak datang sesuai waktu yang telah ditetapkan,
penyidik menerbitkan surat perintah membawa.

Pasal 28

a. Pemanggilan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di
luar negeri, dilakukan melalui perwakilan Negara Republik Indonesia
tempat domisili orang yang dipanggil.

b. Pemanggilan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di luar
negeri, dilakukan melalui perwakilan negaranya di Indonesia.
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c. Pengiriman surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diberikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup
dan dilengkapi dengan tanda terima pengiriman.

Pasal 29

a. Surat panggilan kepada ahli dikirim oleh penyidik kepada seseorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, secara
langsung kepada yang bersangkutan atau melalui institusinya.

b. Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran
pemeriksaan, penyidik melakukan koordinasi dengan ahli yang akan
dipanggil guna keperluan:

1) memberikan informasi awal tentang perkara yang sedang disidik;

2) memberikan informasi tentang penjelasan yang diharapkan dari ahli;
dan

3) untuk menentukan waktu dan tempat pemeriksaan ahli.

Pasal 30

Dalam hal Saksi atau Ahli bersedia hadir untuk memberikan keterangan tanpa

surat panggilan, surat panggilan dapat dibuat dan ditandatangani oleh

penyidik dan saksi atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.

Pasal 31

a Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka
penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas
keberadaannya, dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan
dibuatkan Surat Pencarian Orang.

b. Pejabat yang berwenang menandatangani DPO:

1) Reskrim:
a) paraDirektur pada Bareskrim Polri;
b) paraDirektur Reskrim Polda; dan

c) paraKasatreskrim Polres;
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2) Kadensus 88 AT Polri;
3) Polair:
a) Direktur Polair Polri; dan
b) Direktur Polair Polda;
4) LaulLintas:
a) Kabidbingakkum Korlantas Polri; dan
b) Direktur Lalu Lintas Polda;
5) Kapolsek.

c. Dalam hal tersangka dan/atau orang yang dicari sudah ditemukan atau
tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan
Pencabutan DPO.

d. Pejabat yang berwenang menerbitkan Pencabutan DPO:

1) fungsi Reskrim:
a) paraDirektur pada Bareskrim Polri;
b) paraDirektur Reskrim Polda; dan
c) paraKasatreskrim Polres;
2) Kadensus 88 AT Polri;
3) Polair:
a) Direktur Polair Polri; dan
b) Direktur Polair Polda;
4) fungsi Lalu Lintas
a) Kabidbingakkum Korlantas Polri; dan

b) Direktur Lalu Lintas Polda;
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5) Kapolsek.

B. Pelaksanaan Perintah Membawa Y ang Diterbitkan Penyidik Terhadap
Tersangka Yang Mangkir Dari Panggilan Pemeriksaan

Pemanggilan merupakan salah satu upaya paksa dalam fase penyidikan
selain  penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat.®
Pemanggilan adalah tindakan Penyidik untuk menghadirkan saksi/tersangka guna
didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Adapun
yang dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna
menemukan tersangkanya. Dengan demikian, tujuan dari pemanggilan adalah
sebagal salah satu upaya mencari bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak
pidana.

Untuk melakukan pemanggilan, penyidik wajib memberikan panggilan
secara tertulis. Tenggat waktu Surat Panggilan dengan waktu untuk menghadiri
panggilan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tenggat waktu yang wajar
yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang
memenuhi panggilan. Dalam praktik, Surat Panggilan disampaikan kepada pihak
yang dipanggil dengan berbagai cara, seperti meminta pihak yang dipanggil untuk

mengambil sendiri Surat Panggilan, menitipkan pada kuasa hukum atau penyidik

¥ Hasil wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Unit Pidum Polisi Resor Kota
Medan, tangga 24 Januari 2018 di Polresta Medan.
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mengantarkan langsung kepada pihak yang dipanggil. Pada prinsipnya, Surat

Panggilan sedapat mungkin diserahkan kepada pihak yang dipanggil disertai tanda

terima, kecuali dalam hal:®

1. Yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka Surat Panggilan diserahkan
melalui keluarga, kuasa hukum, Ketua RT/RW, Kepala Desa atau orang lain
yang dapat menjamin bahwa surat panggilan tersebut segera dapat
disampaikan kepada yang bersangkutan; atau

2. Apabila pihak yang dipanggil berada di luar wilayah hukum kesatuan Polri
yang memanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan melalui kesatuan
Polri di tempat tinggal yang bersangkutan atau dikirim melalui podjasa
pengiriman surat dengan disertai bukti penerimaan pengiriman.

Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir sesuai waktu yang ditetapkan
dalam Surat Panggilan, dalam hal pihak yang dipanggil tidak hadir, maka
penyidik akan menerbitkan Surat Panggilan kedua. Apabila tanpa alasan yang
patut dan wajar, kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi Surat Panggilan
kedua, maka penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Membawa bagi pihak
yang dipanggil tersebut. Namun tidak demikian dalam hal pihak yang dipanggil
tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka
pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan di tempat kediamaan atau tempat lain
dengan memperhatikan kepatutan.

Adapun prosedur tata cara pemanggilan, yakni sebagai berikut:

% Hasil wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Unit Pidum Polisi Resor Kota
Medan, tangga 24 Januari 2018 di Polresta Medan.
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1. Penyampaian Surat Panggilan |

a

Surat Panggilan disampaikan oleh Petugas Polri langsung kepada
saksi/ahli/tersangka yang dipanggil ditempat tinggal/kediaman atau
alamat domisili dimana yang bersangkutan berada.

Petugas yang menyampaikan surat panggilan supaya memperkenalkan
diri dengan memperlihatkan tanda pengenal diri/identitas.

Apabila saksi/ahli/tersangka yang dipanggil tidak berada ditempat maka
tindeakan yang diambil adalah: Surat Panggilan tersebut dapat
diterimakan kepada orang lain yang dapat menjamin bahwa surat
panggilan tersebut akan disampaikan kepada yang bersangkutan
(misalnya keluarga, Rt/Rw, Pamong Desa dan Pegawainya).

Lembar lain Surat Panggilan supaya dibawa kembali oleh petugas yang
menyampaikan setelah ditandatangani oleh orang yang menerima, atau
bila tidak dapat menulis, setelah dibubuhi cap jempol. **) Apabila
tersangka atau saksi yang dipanggil menolak untuk menerima surat
panggilan maka tindakan yang diambil adalah: Petugas yang
menyampaikan Surat Panggilan memberikan penjelasan dan meyakinkan
yang bersangkutan bahwa; Memenuhi panggilan tersebut adalah
merupakan kewajiban baginya; Dapat dituntut secara hukum berdasarkan
ketentuan Pasal 216 KUHP (1) Hasil penyampaian surat panggilan

tersebut harus dilaporkan kepada atasannya/penyidik.
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2. Penyampaian Surat Panggilan 11

a

Terhadap tersangka atau saksi yang tidak memenuhi panggilan atau
menolak tanpa alasan yang patut dan wajar untuk menerima dan
menandatangani surat panggilan untuk kedua kalinya dengan
mencantumkan “ke 11" pada baris Surat Panggilan dengan disertai Surat
Perintah Membawa.

Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk kedua kalinya,
tetapi tidak memenuhi atau menolak untuk menerima dan
menandatangani Surat Panggilan ke 11, maka diberlakukan Surat Perintah
Membawa.

Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat memenuhi
panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik datang
ketempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.

Mengenai alasan yang patut dan wajar dapat dimintakan surat keterangan
dari dokter/pejabat kesehatan atau kepala desalketua lingkungan dari

tempat tinggal tersangka/saksi.

Sebagaimana telah dikemukan di atas, seseorang dapat dipanggil oleh

penyidik untuk diperiksa dalam kapasitas selaku saksi, (saksi) ahli atau tersangka.

Untuk pemeriksaan terhadap saksi, apabila diduga bahwa saksi tidak dapat hadir

dalam persidangan, maka atas saksi dapat dilakukan penyumpahan atau

pengucapan janji sebelum pemeriksaan dan dibuatkan dalam Berita Acara.

Apabila seseorang dipanggil dalam kapasitasnya selaku saksi ahli, Penyidik akan
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terlebih dahulu melakukan penyumpahan atau pengucapan janji dari (saksi) ahli
bahwa yang bersangkutan akan memberikan keterangan sesuai keahliannya.

Adapun untuk pemeriksaan tersangka, apabila tersangka tidak mampu dan
tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik wajib menunjuk penasihat
hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Kuasa hukum dapat hadir selama proses
pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan, kecuali
kejahatan yang mengancam keamanan negara. Oleh karena itu, kuasa hukum tidak
dapat mengarahkan jawaban pihak yang sedang menjalani pemeriksaan atau
melakukan intervensi pada saat berlangsungnya pemeriksaan.

Selanjutnya, hasil pemeriksaan akan dituangkan penyidik dalam suatu
Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP terdiri dari beberapa rangkap yang pada
setiap halamannya diparaf oleh pihak yang diperiksa dan ditandatangani pada
halaman terakhir. Apabila pihak yang diperiksa tidak mau menandatangani BAP,
maka akan dibuatkan Berita Acara Penolakan.

Dalam hal, pemeriksaan belum selesai, maka BAP pada saat pemeriksaan
tersebut akan ditutup dan selanjutnya akan dibuat BAP lanjutan. Pertanyaan yang
sering digiukan oleh pihak yang diperiksa adalah: apakah yang bersangkutan
diperkenankan untuk menerima salinan BAP? Perlu digarisbawahi bahwa salinan
BAP hanya diberikan kepada tersangka atau kuasa hukumnya.

Penyidik menurut pasal 1 butir kel KUHAP adalah pejabat polisi Negara
republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negri Sipil (PNS) tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan
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sendiri merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang
merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

Sebagaimana dalam Pasal 7 KUHAP penyidik mempunya beberapa
wewenang diantaranya memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi. Dari hasil pemeriksaan itu menjadi bahan pembuatan berita
acara pemeriksaan (BAP). sehingga demi kepentingan pemeriksaan tersebut
diperlukan pemanggilan tersangka.

Berdasarkan Pasal 112 (2) KUHAP dinyatakan bahwa orang yang
dipanggil wajib datang kepada kepada penyidik. Jika ia tidak datang penyidik
sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Apabila
tersangka/saksi memberikan alasan yang patut dan wajar sebagaimana dalam
pasal 113 maka penyidik itu datang ketempat kediamannya.

Dalam Peraturan Kepala Badan Resersi Kriminal Polri No.3 Tahun 2014
tentang Standar Operasinal Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
merumuskan beberapa tahapan pemanggilan sebagai berikut:

1. Apabila saksi/tersangka tidak memenuhi panggilan atau menolak tanpa
memenuhi alasan yang patut dan wajar maka penyidik membuat surat

panggilan ke Il disertai surat perintah membawa
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2. Apabila saksi/tersangka yang dipanggil memberikan alasan ketidakhadiran
yang patut dan wajar maka panggilan berikutnya ditentukan berdasarkan
kesepakatan

3. Apabila saksi/tersangka yang dipanggil tidak memberikan alasan ketidak
hadiran yang patut dan wajar maka dilakukan evaluasi untuk menentukan
tindakan pemanggilan 1

Dalam Perkap No. 14 Tahun 2012 Pasal 31 ditentukan tentang syarat
penerbit DPO (Daftar Pencarian Orang) yaitu bagi tersangka yang telah dipanggil
untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan
ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang

(DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang. Dalam hal tersangka dar/atau orang

yang dicari sudah ditemukan atau tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka

wajib dikeluarkan pencabutan DPO. Jadi, seorang tersangka wajib menghadiri
pemanggilan penyidik guna dilakukan pemeriksaan. Oleh karenanya mangkir dari
pemanggilan tersebut tidaklah dibenarkan Terlebih tanpa alasan wajar dan patut.*

Surat Perintah Membawa tersangka/Saksi . Dalam hal Penyidik/Penyidik

Pembantu akan membawa saksi/tersangka, maka terlebih dahulu harus

menyiapkan/menerbitkan :

1. Surat Perintah Membawa saksi/tersangka dengan alasan saksi / tersangka

tidak memenuhi panggilan penyidik yang sah tanpa alasan patut dan wajar.

% Hasil wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Unit Pidum Polisi Resor Kota
Medan, tangga 24 Januari 2018 di Polresta Medan.
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. Melampirkan Surat panggilan | dan Surat Panggilan Il, dan Surat Tanda
Terima Panggilan yang membuktikan bahwa surat panggilan | dan Panggilan
ke Il telah disampaikan penyidik.

. Surat Perintah Membawa dibuat secara sah dan jelas dengan menyebutkan
pertimbangan, dasar, alasan membawa saksi/tersangka,dalam perkara
apa,identitas orang yang dibawastatus yang dibawa dan pasal yang
dilanggar,pejabat penyidik yang diperintahkan, dan ditanda tangani oleh
pejabat penyidik yang berwenang.

. Surat Perintah Membawa yang sah disampaikan kepada pihak yang dibawa
dan keluarganya atau pengacara dan ketua lingkungan setempat.

. Surat Perintah Membawa dibuat 6 (enam) rangkap dengan rincian 1 (satu)
rangkap untuk pihak yang dibawa atau keluarganya atau pengacaranya, 1
(satu) rangkap untuk ketua lingkungan setempat dan 4 (empat) rangkap untuk
Kelengkapan Berkas Perkara.

. Surat Perintah Membawa tersangka/saksi diberlakukan/dibuat apabila seorang
tersangka /saksi yang dipanggil dua kali berturut-turut tidak memenunhi
panggilan tanpa alasan yang sah, patut dan wajar.

. Surat perintah membawa tersangka atau saksi diterbitkan setelah habis masa
berlaku surat panggilan 11, contoh surat panggilan Il diterbitkan tanggal 5
Maret 2016 jam 10.00 Wib berlaku sampai dengan tanggal 18 April 2016 jam
10.00 Wib maka penyidik menerbitkan surat perintah membawa pada tanggal

19 April 2016.



60

C. Kendala Perintah Membawa Yang Diterbitkan Penyidik Terhadap
Tersangka Yang Mangkir Dari Panggilan Pemeriksaan

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan
peradaban umat manusia. Kejahatan disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu
ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari
kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya
merupakan upaya yang terusmenerus dan berkesinambungan. Upaya
penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan
itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun,
upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan
kesejahteraan masyarakat.

Semakin  majunya peradaban manusia sebagai implikasi  dari
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan
baru, yang termasuk di dalamnya cyber crime. Dalam perspektif hukum upaya ini
direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu
memenuhi cita ketertiban masyrakat. Daam menghadapi perkembangan
masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak
negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang
membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara
hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan

dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu
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mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas
dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.*

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan
masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan
masyarakat niscya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-
individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan
kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-
cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya. *°

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan
demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak
dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta
kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum
tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum
seperti polisi yang bisa dan optimal menjembataninya. Hukum hanya akan
menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika
hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan
yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka law enforcement bukan
tidak mungkin sangtlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk

profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi

% Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime).
Bandung : PT Refika Aditama, halaman 52.
% 1bid, halaman 134.
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juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota
masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.®’
Kendala yang dihadapi aparat Polresta Medan dalam melakukan
penyidikan dan penyelidikan yaitu:®
1. Hambatan Intern (dari dalam)
a. Minimnyaanggaran biaya operasional, sarana dan prasarana
Miniminya anggaran biaya opersional merupakan hambatan yang
sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan
penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat
kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim
dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya berupa mobil
patroli digunakan untuk patroli di daerah-daerah yang rawan akan
kejahatan.
b. Kurangnya Teknologi dan Teknisi
Kurangnya teknologi merupakan hambatan yang ditemui pihak
Polresta Medan di jaman yang sangat canggih seiring perkembangan
jaman maka sebaiknya polisi juga dibekali teknologi yang canggih pula
agar tidak menjadi hambatan dalam menanggulangi kejahatan.
Contohnya: komputer. Sedangkan kurangnya teknisi yang menjadi
penghambat kerja pihak Polresta Medan yaitu kurangnya polisi yang
dapat menggunakan teknologi, oleh karena itu dibutuhkan polisi yang

benar-benar professional dalam melakukan tugasnya

%" 1bid, halaman 136.
% Hasil wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Unit Pidum Polisi Resor Kota
Medan, tangga 24 Januari 2018 di Polresta Medan.
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c. Kurangnyajumlah personil

Kurangnya jumlah personil yang merupakan penghambat kerja
pihak kepolisian Polresta Medan karena jumlah personil yang tidak
memadal dalam menangani kasus-kasus kejahatan khususnya kejahatan
tertentu.

2. Hambatan ekstern (dari luar)
a. Saks enggan menuturkan keterangan.

Saksi enggan menuturkan keterangan ini merupakan hambatan
yang cukup besar bagi polisi karena saksi takut akan dibawa ke kantor
polisi dan tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian

b. Kurang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.

Masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan yang ada
disekitarnya ini merupakan hambatan karena tidak adanya kepedulian
terhadap keamanan disekitarnya, masyarakat bersifat acuh tak acuh.

c. Kurangnyaalat bukti

Kurangnya alat bukti dapat menghambat kerja aparat kepolisian
Polresta Medan karena alat bukti merupakan sesuatu yang sangat penting
dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu kejahatan

d. Kurang kerjasama

Hambatan lain yaitu kurang kerja sama antara masyarakat dengan

pihak kepolisian Polresta Medan dalam upaya pencegahan tindak pidana

ini. Tentunya ada peran penting dari masyarakat, pemuda, tokoh agama
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yang ikut serta dalam menanggulangi kejahatan tersebut sehingga pihak
kepolisian seperti kami sangat terbantu dalam melakukan tugas.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi
kejahatan (politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana
penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal.
Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam
rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan
jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan
usaha-usaha kesgjahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan
lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dansebagainya.
usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh
sektor kebijakan sosial.

Pertama, secara kasar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan
kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif
(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi, sedangkan
jalur  non penal lebih  menitikberatkan pada sifat  preventif
(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi. Tujuan
utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial
tertentu, namun secara tidak memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun
secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan
demikian dlihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif
yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis,

memegang posisi kunci yang harus diintesifkan dan diefektifkan. Oleh karena itu
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suatu kebijakan kriminal harus dapat mengitegrasikan dan mengharmonisasikan
seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan
negara yang teratur.

Kedua, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal
lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran
utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya
kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah
atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat
menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat
daridari sudut kebijakan kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non
penal menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan.*

Ketiga, beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor
kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak
dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal dan
karena itulah harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal
untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat jalur kebijakan sosial
(social policy) yang termaksuk dalam jalur preventetion without punishment.
Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk
mencapai kesegjahteraan masyarakat. Jadi, identik dengan kebijakan atau
perencanaan pembangunan hukum.

Empat, di samping upaya-upaya non pena dapat ditempuh dengan

menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai

% “faktor penyebab terjadinya kejahatan” melalui,
repository.usu.ac.id/bitstreamy/123456789/62318/3/Chapter%20l1.pdf, diakses pada tangga 20
September 2017.
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potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dapat pula upaya non penal itu
digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai ptensi efek-preventif,
pemanfaatan media teknologi yang dikenal dengan istilah techno-preventetion dan
pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Sebagaimana
dikatakan Sudarto bahwa kegiatan patroli polisi yang dilakukan secara kontinyu
termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat
(pelanggar hukum) potensial.*°

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya
merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya
mencapai kesejahteraan masyarakat. Bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari
politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada
hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu,
sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian
puladari kebijakan penegakan hukum.

Dikemukan oleh Hulsman dalam pertemuan di Belgio Italia Tahun 1973,
bahwa kriteria absolut yang perlu diperhatikan dalam upaya kriminalisasi adalah:
1.Kriminalisass harus tidak pernah ditemukan semata-mata berdasarkan

keinginan untuk mengenakan sikap moral khusus terhadap tipe perilaku

tertentu.

40 “faktor penyebab terjadinya kejahatan” melalui,
repository.usu.ac.id/bitstreamy/123456789/62318/3/Chapter%20l1.pdf, diakses pada tangga 20
September 2017.
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2. Alasan utamanya melakukan aksi pelanggaran kriminal tertentu tidak pernah
membentuk kerangka kerja untuk membantu atau memperlakukan pelanggar
potensial menurut kepentingannya sendiri.

3.Kriminalisasi harus bukan hasil dari kelebihan kapasitas mesin hukum pidana.

4. Kriminalisasi sebaiknya tidak pernah berfungsi terhadap apa yang nampak
menjadi solusi bagi masalah.**

Salah satu upaya penanggulangannya adalah melalui sarana hukum pidana.
Hukum pidana dibuat untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh
masyarakat, karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan
sosial ekonomi masyarakat. Demikian pula aspek lain yang mendukung
pembangunan kesejahteraan masyarakat.sehingga bentuk perlindungan terhadap
kepentingan masyarakat. Upaya melalui kebijakan hukum pidana yang integral
harus dimaksimalkan, mulal dari substansi hukum, struktur hukum bahkan kultur
hukumnya harus berjalan dengan maksimal. Hanya melalui penengakan hukum
pidana yang terpadu diharapkan fungsionalisass hukum pidana dalam
penanggulangan penggelapan mobil rental dapat direalisasikan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik Polrestabes Medan
dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi antara lain:*

1. Pihak penyidik bekerjasama dengan kesatuan lain dengan cara saling

menukar informasi apabila di daerahnya menemukan informasi tersangka

“etaktor penyebab terjadinya kejahatan” melal ui,
repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/62318/3/Chapter%20l1.pdf, diakses pada tangga 20
September 2017.

*2 Hasil wawancara dengan Aipda R. Sitohang, Penyidik Unit Pidum Polisi Resor Kota
Medan, tangga 24 Januari 2018 di Polresta Medan.
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yang dicari dan segera memberi kabar dan dilakukan penahanan terhadap
tersangka tersebut.

2. Menempatkan informan ditempat kelompok-kelompok tertentu untuk dapat
menemukan informasi mengenai tersangka

3. Saling tukar informasi dengan kesatuan tetangga terutama memberikan foto
pelaku yang pernah ditangkap dan modus yang dilakukan sehingga
memudahkan arah penyelidikan dan pengungkapan

4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar ikut berperan aktif dalam
mendukung tugas polisi dalam upaya pengungkapan kasus.

5. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan prinsip tetap

meningkatkan kinerja yang profesional dalam rangka melayani masyarakat.*?

3 Hasil wawancara dengan Penyidik Polis Resor Kota Medan, tanggal 10 September
2017 di Polresta Medan.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesmpulan
1. Ketentuan dasar hukum atas pemanggilan oleh Penyidik disebutkan
dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang
dimaksud dengan penyidikan, Pasal 7 ayat (1) huruf e Pasal 11 tentang
wewenang Penyidik/Penyidik Pembantu dalam hal pemeriksaan, Pasal
112 KUHAP mengatur alasan,syarat-syarat dan tata cara untuk dapat
melakukan pemanggilan serta kewajiban untuk memenuhi panggilan,
Pasal 113 KUHAP mengatur tentang seorang tersangka atau saksi yang
dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat
datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu
datang ke tempat kediamannya, Pasal 119 KUHAP mengatur tentang
Dalam hal tersangka atau saksi yang dipanggil untuk didengar
keterangannya berdiam atau bertempat tinggal diluar daerah hukum
Penyidik yang menjalankan penyidikan, maka pemanggilan dan
pemeriksaan terhadapnya dapat dimintakan bantuan kepada Penyidik
dimana tersangka dan atau saksi tersebut bertempat tinggal, Pasal 120
KUHAP mengatur tentang wewenang penyidik untuk meminta pendapat
orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan Ahli tersebut
mengangkat sumpah atau mengucap janji dimuka penyidik bahwa ia akan
memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya

69
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kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau
jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk
memberikan keterangan yang diminta, dan Pasal 27, 28, 29, 30 dan 31
Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Mangjemen penyidikan tindak
pidana.

. Untuk melakukan pemanggilan, penyidik wajib memberikan panggilan
secara tertulis. Tenggat waktu Surat Panggilan dengan waktu untuk
menghadiri panggilan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan
tenggat waktu yang wajar yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima
sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan. Dalam praktik, Surat
Panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil dengan berbagai
cara, seperti meminta pihak yang dipanggil untuk mengambil sendiri
Surat Panggilan, menitipkan pada kuasa hukum atau penyidik
mengantarkan langsung kepada pihak yang dipanggil. Dalam Perkap No.
14 Tahun 2012 Pasal 31 ditentukan tentang syarat penerbit DPO (Daftar
Pencarian Orang) yaitu bagi tersangka yang telah dipanggil untuk
pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali
dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat di dalam Daftar
Pencarian Orang (DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang.

. Kendala yang dihadapi aparat Polresta Medan dalam melakukan
penyidikan dan penyelidikan yaitu Minimnya anggaran biaya
operasional, sarana dan prasarana, Kurangnya Teknologi dan Teknisi,

Kurangnya jumlah personil, Saksi enggan menuturkan keterangan,
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Kurang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, Kurangnya

alat bukti, Kurang kerja sama.

B. Saran
1. Hendaknya Pemerintah membuat peraturan khusus untuk perintah
membawa bagi tersangka yang mangkir.
2. Hendaknya pihak kepolisian lebih mengutamakan nilai professional
dalam melakukan pekerjaan profesinya.
3. Hendaknya pihak kepolisian dapat meningkatkan nilai keadilan dalam

melakukan pekerjaan.
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